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Perda Nomor 51 Tahun 2004 · 

LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR: 62 TAHUN : 2004 SERI : E NOMOR: 26 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR 51 TAHUN 2004 

Menirnbang 

TENTANG 

KETENAGAKERJAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEBUMEN, 

a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nornor 22 
Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah dan Peraturan 
Pernerintah Nornor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pernerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah 
Otonorn, rnaka urusan Ketenagakerjaan yang sernula 
merupakan urusan Pemerintah Pusat dan Propinsi 
menj adi urusan Daerah Kabupaten; 

b. bahwa untuk rnelaksanakan pernbinaan . urusan 
ketenagakerjaan maka perlu rnengatur ketenagakerjaan 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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Mengingat 
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.1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembe tukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingk an Propinsi Jawa Te:p.gah, . JQ. Peraturan 
Pemerin ah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
mulai b rlakunya 'Undang-undang Nomor 13 Tahun 
1950; . 

2. Undang undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang 
Penyele aian Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 
1957 N mor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
1227); 

3. · Undan undang . Nomor 1 Tahun 1970 tentang 
Kesel atan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 
Nomor , TambahanLembaranNegaraNomor2918); 

4. Undang undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib 
Lapor etenagakerjaan di Perusahaari (Lembaran 
Negara ahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran· 
Negara omor 39); 

5. Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang.Hukum 
AcaraP dana(LembaranNegara Tahun 1981 Nomor76, 
Tambah · LembaranNegaraNomor3209); 

6. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemer ahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 0, Tan1bahanLembaranNegaraNomor3839); 

7. Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimb gan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Tahu..'1 1999 Nomor 92, 
Tambah LembaranNegaraNomor3848); 

8. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
· Penyele ggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
KKN ( embaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambah LembaranNegaraNomcr3851); 

-9. Undan undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Xeten~akerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 
39, Tam ahanLembaranNegaraNomor4279); 

10. Peratur · Pemerintah Noinor 49 Tahun 1954 tentang · 
Cara mbuat dan Mengatur Perjanjian Perbwuhan 
(Lemb an Negara Tahun 1954 Nomor 90, Tambahan 
Lembar 1 NegaraNomor666); · · 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahuri. 1991 tentang 
L a t i h a n K-e r j a ( L e m b a r a n N e g a r a 
Tahun 19,91Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor3458); · 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1993 tentang 
Pengaturan Keselamatan Kerja (Lembaran Negara 
Tahun 1973 Nomor 25~ Tambahan Lembaran Negara 
Nomor3003); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi 
sebagai Daerah Otononi (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor54, TambahanLembaranNegaraNomor3952); 

14. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang 
Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan; 

15. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 tentang 
Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara 
Asing Pendatang; 

16. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 .tentang 
Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia; 

17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan 
Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan 
Presiden; 

18. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Perubahan Keputusan Presiden R.I. 

. Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penempatan Tenaga · 
Kerja Indonesia; 

19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 169 Tahun 
1981 tentang Pentahapan Perusahaan yang Wajib Lapor 
Ketenagakerj aan; 

20. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 170 Tahun 
1981 tentang Penunjukkan Pejabat yang Diberi Tugas 
Menerima Laporan Ketenagakerj aan di Perusahaan; 

21. K-~putusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 72 Tahun 1984 
tentang Dasar Perhitungan Upah Lembur; 

22. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1331 Tahun 
1987 tentang Sistem Latihan Kerja Nasional; · · 
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Menetapkan 
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23. Kepµtus Menteri Tenaga Kerja Nomor 148 Tahun 
1990 te tang Standar Latihan Kerja dan pada Standar . 

. K walifi asi Ketrampilan; 
24. Keputus Menteri Tenaga Kerja Nomor 207 Tahun 

1993 ten ang Sistem An tar Kerja; 
25. Keputus Menteri Tenaga Kerja Nomor 203 Tahun 

1999 ten ang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; 
26. Keputus Menteri Tenaga Kerja Nomor 205 Tahun 

1999 te tang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga 
Kerja; 

27. Keputus Menteri Tenaga Kerja Nomor 149 Tahun 
2000 te tang Tata · Cara Perizinan Lembaga Latihan 
Kerja; 

28 . Keputus Menteri Tenaga Kerja Nomor 172 Tahun 
· 2000 ten ang Penunjukkan Pejabat Pemberi Izin Tenaga 

Kerja A Pendatang; 
29. Keputus Menteri Tenaga Kerja Nomor 173 Tahun 

2000 te ang Jangka Waktu Memperkerjakan Tenaga 
Kerja A Pendatang; 

30. Peratur DaerahKabupatenKebumenNomor26 Tahun 
2004 ten ang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas naga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Kebume (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Tahun20 4Nomor37); 

31. Keputus n Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupat n Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 
tentang P raturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah bupaten Kebumen. 

LAN RAKYAT DAERAH 
PATEN KEBUMEN 

DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 
TENAGAKERJAAN 

(J 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen. 
3. BupatiadalahBupatiKebumen. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Kebumen. 
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang 

perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan 

Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan 
Usaha Milik Baerah, Xoperasi, Yayasan dan/atau bentuk Badan Usaha 
lainnya: 

7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Kebumen. 

8. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur 
dan mencari pekerjaan, maupun yang sudah bekerja tetapi ingin 
bekerja/pindah pekerjaan yang dinyatakan dengan mendaftarkan kepada 
petugas pengantar kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau 
rnelamar pekerjaan kepada Bohir dan Kartu.AK.I (Kartu Kuning) adalah 
Kartu tanda bukti bahwa pemegang kartu tersebut adalah pencari kerja 
yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

9. Pengumuman Lowongan Pekerjaan adalah pengumuman yang dipasang / 
ditempel di Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasi atau di tempat-tempat 
umum di Daerah oleh Instansi Pemerintah/Swasta untuk rnerekrut tenaga 
kerja guna mengisi lowongan kerja di Instansi atau Perusahaan baik di 
perusahaan dalam Negeri rnaupw1 Luar Negeri. · 

10. Rekomendasi perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing I IKTA adalah Surat 
Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasi 
kepada Instansi/Perusahaan/Lernbaga yang bersangkutan. 

11. Izin Bursa Kerja Khusus (BKK) adalah izin Operasional yang dikeluarkan 
oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Lembaga Pendidikan, 
Lembaga Pendidikan Kejuruan, Fungsi rnaupun Lembaga Pelatihan yang 
akan mendirikan Bursa Kerja Khusus (BKK) guna rnernbantu 
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menyalurkan/ Penempatan enaga Kerja pada pengguna kerja. 
12. Rekomendasi izin Pendir an Kantor Cabang Perusahaan Jasa Tenaga 

Kerja Indonesia (PJTKI) dalah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan 
oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mendirikan Kantor 
Ca bang P JTKI: 

13. Lembaga Pelatihan Kerja PK) adalah Lembaga Pelatihan Ketrampilan 
yang dikelola oleh peror gan atau Lembaga/Perusahaan/Swasta yang 
pesertanya dari masyaraka 

14. Izin Penyimpangan W; Kerja adalah izin yang diberikan oleh Dinas 
Tenaga Kerja dan Transm grasi kepada perusahaan yang mempekerjaan 
tenaga kerja yang melebi dari pada 7 (tujuh) jam sehari atau 40 (empat 
puluh) jam seminggu, y g merupakan penyimpangan pelaksarraan 
Undang-undangNomor 1 ahun 1951. 

15. Izin Kerja Malam bagi nita adalah izin yang diberikan oleh Kepala 
Dinas Tenaga Kerja d Transmigrasi kepada perusahaan yang 
mempekerjakan tenaga kei ja wanita pada malarn hari antara jam 22.00 
sampai jam 07. 00 atau pers aratan khusus dari perusahaan. 

16. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 
menghasilkan barang d atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 
diri sendiri maupun untuk asyarakat. 

17. Anak adalah setiap oran · yang berumur dibawah 18 ( delapan belas) 
tahun. 

BAB II 
SUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Memberikan dasar huk bagi pelaksanaan pemberian pelayanaan dan 
perizinan dibidang Ketena akerjaan. 

(2) Memberikan keterangan atau informasi kepada masyarak:at dalam 
mendapatkan pe~ayanan d perizinan dibidang Ketenagakerjaan. 

BAB III 
JENIS-JENIS PEL YANAN KETENAGAKERJAAN 

Pasal 3 

Jenis-jenis pelayanan Ketanag erjaan sebagai berikut: 
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a. Pelayanan .Pendaftaran Pencari Kerja dan Penyediaan Kartu Kuning 
· (Kartu Model AK.I) bagi pencari kerj a. 

b. PemberianRekomendasi: , 
1. RekomendasiRekiutAntarKerjaAntarDaerah; · 
2. Rekomendasi Izin Pendirian Cabang P JTKI; 
3. Rekomendasi perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) dan 

Tenaga.Kerja Warga Negara Asing (TKWN AP). 
c. Peniberian Izin: 

1. IzinRekrutAntarKerjaLokal (AKL); 
2. IzinMutasiAntarKerjaAntarDaerah(AKAD); 
3. Izin Rekrut Tenaga KerjaAntar Kerja Antar Negara (AKAN); 
4. Izin Pemasangan Inf ormasi Lowongan Kerj a; 
5. Izin Operasional Pendirian Bursa Kerj a K.hU:sus (BKK); 
6. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); 
7. Izin Operasional PelayananlPos Informasi Cabang P JTKI; 
8. IzinPenyimpangan WalctuKerjadan Walctulstirahat; 
9. IzinKerja.Malam Wanita; 

BABIV 
TATA CARA PELAYANAN DAN PERIZINAN KETENAGAKERJAAN 

Bagian Pertama 
Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja dan Penyediaan Kartu Kuning 

Pasal 4 

( 1) Persyaratan pembuatan Kartu Kuning (AK.I) yang diperlukan meliputi : 
a. Fotokopi Ijazahyangdimiliki 1 (satu) lembar; 
b. Fotokopi KTP 1 (satu) lembar; 
c. Pas Photo hitam putih sebanyak 2 ( dua) lembar ukuran 3 x 4 cm; 
d. F otokopi sertifikat ketrarnpilan yang dimiliki (bila ada). 

(2) Prosedur pelayanan adalah sebagai berikut: 
a. Mendaftarkan kepada petugas instansi yang menangam 

ketenagakerj aan; 
b. MengisiKartuModelAK.I; 
c. Wawancara oleh Petugas; 
d. Pemberian Kartu Model AK.I oleh Petugas; 
e. AK.I berlaku selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan apabila ada 

lowongan kerja yang sesuai dengan klasifikasi pendidikan, yang 
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bersangkutan akan dip ggil; 
f. Apabila belum dapat p kerjaan paling lambat 6 ( enam) bulari hams 

melapor ke instansi yang menangani ketenagakerjaan untuk 
perpanjanganKartuMo el (AK.I); · 

g. Apabila dalan1 waktu 6 enam) bulan tidak melaporkan diri ke instansi 
yang menangani keten akerjaan maka bio datanya sebagai pencari 
kerjadihapus. 

agian Kedua 
Pelayanan Pe berian Rekomendasi Rekrut 

Antar Ker a Antar Daerah (AKAD) 

Pasal 5 

( 1) ·Persyaratan yang diperluk meliputi : 
a. SuratPermohonandarip ngguna tenagakerja; 
b. Surat persetujuan penem atan tenaga kerja AKAD; 
c. Rencanakebutuhantena akerjaAKAD; 
d. Draf perizinan kerja y g sudah disahkan oleh Kantor Tenaga Kerja 
· daerah tujuan. 

(2) Prosedur Pelayanan adalah ebagai berikut: 
a. Pengguna Tenaga Kerja engajukan permohonan kepada instansi yang 

menangani ketenagakerjaan di daerah asal/pengiriman tenaga kerja; 
b. Petugas instansi yan menangani ketenagakerjaan meneliti 

kelengkapan berkas pers , aratan; 
c. Jika persyaratan telah ter enuhi diterbitkan rekomendasi. 

agian Ketiga 
Rekomendasi Pen irian Kantor Cabang Perusahaan 

Jasa Tenag Kerja Indonesia (PJTKI) 

Pasal 6 

( 1) Persyaratan yang diperluk meliputi : 
a. Surat permohonan izin re omendasi pendirian Kanto; Cabang dan atau; 

422 

b. Surat Ke1, Jtusan Direks · P JTKI tentang penempatan Kepala Cabang 
dan atau sebagai penangg ngjawab diwilayah kerjanya; 

c. Bukti kepastian adanya kantor dan fasilitas yang memadai untuk 
pelaksanaan kegiatan pe mpatannya; 
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d. Struktur organisasi, tugas dan fungsi Kantor Cabang; 
e. Surat Keputusan pengangkatan 15_aryawan Kantor Cabang. 

(2) Prosedur Pelayanan adalah sebagai berikut : 
Mengajukan permohorian tertulis kepada Kepala instansi yang menangani 
ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan . 

. Bagian Keempat 
Rekorriendasi Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) 

Pasal 7 

(1) Persyaratan yang diperlukan meliputi: 
a. Surat permohonan dari pemohon; 
. b. Fotokopi Surat Keputusan pengesahan rencana pengguna Tenaga Kerj a 

Asing (RPTKA) yang masih berlaku; 
c. Fotokopi paspor; 
d. FotokopilKTAlama; 
e . . Pasfoto TKWNAP 5 (lima) lembar ukuran 4 x 6 cm; 
f. Fotokopi perjanjian kerJa antar perusahaan dengan TKWNAP; 
g. Laporan realisasi pelaksanaan diklat sesuai RPTKA. 

(2) Prosedur pelayanan adalah sebagai berikut: 
a. Perusahaan/Lembaga/Bacian Usaha/Instansi yang menggunakan 

TKWNAP mengajukan permohonan ke instansi yang menangani 
ketenagakerjaan 30 (tiga puluh hari) sebelum IKTA-TKWNAP yang 
bersangkutan habis dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan; 

b. Petugas dari instansi yang menangani ketenagake1jaan meneliti 
perlengkapan persyaratan yang diperlukan; 

c. Jika persyaratan terpenuhi; Kepala instansi yang menangani 
ketenagakerjaan menerbitkan surat izin rekomendasi izin perpanjangan 
IKTA-TKWNAP. 

Bagian Kelima 
Izin Rekrut Antar Kerja Lokal (AKL) 

Pasal 8 

( 1) Bagi Perorangan atau Badan . yang akan merekrut Tenaga Kerja Aritar 
Kerja Lokal wajib mempunyai izin. · 
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(2) Persyaratan yang diperluk meliputi : · 
a. Surat permohonan dari p gguna tenagakerja; 
b. Surat izin usaha perusaha pengguna tenagakerja;_ 
c. Rencanakebutuhan tena akerja. 

(3) Prosedur Pelayanan adalah s bagi berikut : 
a. Pengguna tenaga kerja ~ ngajukan permohonan kepada: instansi yang 

menangani ketenagakerj ; 
b. Petugas instansi yang enangani ketenagakerjaan meneliti berkas 

permohonan dan persyar annya; 
c. Apabila telah metnenuhi ersyaratan, diterbitkan izinnya; 

( 4) Masa berlakunya izin adalah satu kali proses. 

B gian Keenam 
Izin Mutasi Anta Kerja Antar baerah (AKAD) 

Pasal 9 

(1) Bagi Perorangan atau Bad Hukum yang akan mutasi Antar Kerja Antar 
Daerah (AKAD) wajib mem unyai izin. 

(2) Persyaratan yang diperlukan · eliputi : 
Kartu Kuning (AK.I.) 

(3) Prosedur pelayanan adalah s bagai berikut: 
a. Mengajukan permoho an kepada instansi yang menangani 

ketenagakerj aan; 
b. Petugas instansi ketenaga erjaan meneliti permohonan; 
c. Apabila pemohon telah le gkap diterbitkan izin. 

( 4) Masa berlakunya izin untuk atu kali proses. 

B gian Ketujuh 
Izin Rekrut Tanaga Kerj Antar Kerja Antar Negara (AKAN) 

Pasal 10 

(1) Bagi Perorangan atau Bada Hukum yang akan merekrut Tenaga Kerja 
Antar Kerja Antar Negara w · ib mempunyai izin. 

(2) Persyaratan yang diperlukan eliputi: 
a. Surat permohonan; 
b. Rencana Kebutuhan Ten ga Kerja Indonesia (RKTKI) dari BP2TKI 
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Propinsi Jawa Tengah. 
(3) Prosedur pelayanan adalah sebagai.berikut: 

a. Pengguna tenaga kerja mengajukan permohonan kepada instansi yang 
. menangani ketenagakerj rum; . · . 
b. Petugas instansi tersebut meneliti berkas permohonan beserta · 

persyaratannya; 
c. Apabila persyaratan telah terpenuhi dit~rbitkan izinnya. 

( 4) Masa berlakunya izin selama 2 ( dua) tahun. . 

Bagian Kedelapan 
Izin Pemasarigan· Pengumuman Lowongan Kerja · 

Pasal 11 

(1) Bagi perusahaan yang akan memasang pengumuman lowongan kerja di 
instansi yang menangani ketenagakerjaan, di tempat umum, di media 
massa maupun media elektronik wajib mempunyai izin. 

(2) Persyaratanyarig diperlu~anmeliputi: 
a. Surat permohonan pemasangan Lowongan Pekerj aan; 
b. Pengumuman low~:mgan kerja yang telah ditandatangani oleh pengurus 

perusahaan yang berisikan tempat dan waktu pendaftaran, jumlah 
tenaga kerj a yang dibutuhkan dan syarat-syarat yang ditentukan. 

(3) Prosedur pelayanan adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon mengajukan surat permohonan ke instansi yang menangani 

ketenagakerjaan; 
b. Petugas ketenagakerjaan meneliti pengumuman yang akan dipasang; 
c. Jika pengumuman tersebut sudah sesuai ketentuan yang berlaku, maka 

diterbit.1<an keputusan tentang izin dimaksud. 

Bagian Kesembilan 
Izin Operasional Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) 

Pasal 12 

(1) Bagi Pero_rangan atau Badan Hukum yang telah mendirikan Bursa Kerja 
Khusus (BKK) wajib mempunyai izin. 

(2) Persyaratan yang diperlukan meliputi: 
a. Surat permohonan izin pendirian BKK dari satuan pendidikari umum/ 
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pendidikan tinggi/LPK; 
b. Bagan struktur organis i lengkap dengan nama pengelola darijabatan; 
c. Keterangan tentang te sedianya fasilitas Kantor untuk melakukan 

kegiatan BKK; 
d. Fotokopi izin pendirian PK; 
e. Fotokopi sertifikat ata surat keterangan telah mengikuti diklat 

penyelenggaraan BKK o eh instansi yang menangani ketenagakerjaan; 
(3) Prosedurpelayananadalah ebagai berikut: 

a. Mengajukan permohon tertulis kepada instansi yang menangani 
ketenagakerjaan deng melampirkan persyaratan yang ditentukan 
sebagaimana terse but da am ayat (2); 

b. Petugas instansi kete agakerjaan meneliti berkas kelengkapan 
persyaratan dan men gad an pengecekan di tern pat; 

c. Jika memenuhi sya at, Kepala instansi yang menangani 
ketenagakerjaan menerb · an keputusan izin operasional BKK. 

(4) Masaberlakuizinselama3 ( iga)tahun. 

Bai ian Kesepuluh 
Izin Lemba a Pelatihan Kerja (LPK) 

Pasal 13 

(1) Badan Hukum atau peroran an yang akan mendirikan lembaga pelatihan 
kerja waj ib mempunyai izin. 

(2) Persyaratan yang diperlukan eliputi: 
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a. Fotokopi surat penges an sebagai badan hukum atau kartu tanda 
penduduk bagi pemohon erorangan; 

b. Fotokopi surat izin gangg an dari instansi yang berwenang; 
c. Daftar nama yang dileng api dengan riwayat hidup penanggungjawab 

lembaga dan program, ten ga pelatihan; 
d. Keterangan domisili lemb ga dari Kelurahan atau Desa setempat; 
e. Fotokopi surat tanda bukt kepemilikan atau penguasaan prasarana dan 

fasilitas pelatihan kerja uk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai 
dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan; 

f. Programpelatihankerja( urikulumdansilabus); 
g. Struktur organisasi yangs kurang-kurangnya terdiri dari: 

1. Penanggungjawab lem aga pelatihan kerja; 
2. Penanggungjawab pro am pelatihankerja; 
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• 3. Tenaga kepelatihan. 
h. Fotokopi deposito atas nama pehaggungjawab lembaga pelatihan kerja 

yang besarnya sesuai dengan biaya program pelatihan kerj a yang 
diajukan; · 

1. Surat penunjukan sebagai cabang dari lembaga pelatihan kerja di luar 
negeri bagi lembaga pelatihan kerja yang merupakan cabang dari 
lembaga pelatihan kerja di luar negeri. - · 

(3) Prosedur pelayanan adalah sebagai berikut: 
a. Mengajukan permohonan ke instansi yang menangam 

ketenagakerjaan; 
b. Petugas instansi yang menangani ketenagakerjaan meneliti berkas 

persyaratan dan mengadakan pengecekan lokasi; 
c. Apabila persyaratan telah terpenuhi, maka diterbitkan izin Lembaga 

Pelatihan Kerja. 
( 4) Masa berlakunya izin selama 3 ( tiga) tahun. 

Bagian Kesebelas 
Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat 

Pasal 14 

(1) Bagi perusahaan yang menyimpang dari waktu kerja dan waktu istirahat 
wajib mempunyai izin. 

(2) Persyaratanyangdiperlukan: 
a. Permohonan dari pengusaha/pengurus perusahaan yang dibubuhi 

dengan materai secukupnya; 
b. Surat pemyataan kesanggupan pengusaha untuk memenuhi syarat­

syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. · 

(3) Prosedur pelayanan adalah sebagai berikut: 
a. Pemilik perusahaan mengajukan permohonan ke instansi yang 

menangani ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan yang 
ditentukan sebagaimana terse but pada ayat (2); 

b. Pegawai Pengawas Ketenagakerja:an mengadakan pemeriksaan / 
penelitian dokumen tersebut sesuai ketentuan )' ang berlaku; 

c. Apabila hasil pemeriksaan/penelitian dokumen tersebut sesuai dengan 
ketentuan persyaratan yang berlaku, maka diterbitkan izin sebagaimana . 
dimaksud ayat ( 1). 
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( 4) Masa belakunya izin 1 (satu tahun kalender. 

ian Keduabelas 
Iiin erja Malam Wanita 

Pasal 15 

(1) Bagi perusahaan yang me pekerjakan wanita pada malam hari ~ajib 
mempunyai izin. 

(2) Persyaratan yang diperluk 
a. Permohonan dari peng saha/pengurus perusahaan yang dibubuhi · 

dengan materai secukup ya; 
b. Surat pemyataan peng saha yang berisikan kesanggupan untuk 

memenuhi syarat-syar t ditentukan oleh peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

(3) Prosedur pelayanan adalah s bagai berikut: 
a. Pengusaha/pengurus pe sahaan mengajukan permohoan ke instansi 

yang menangani ketenag erj aan; 
b. Pegawai Pengawas Ket nagakerjaan memeriksa/meneliti kebenaran 

persyaratan tersebut; 
c. Apabila hasil pemeriks n/penelitian dokumen tersebut sesuai dengan 

ketentuan persyaratan ang berlaku, maka diterbitkan keputusan 
tentang izin kerja malam anita. 

(4) Masabelakunyaizin 1 (satu tahunkalender. 

Ba ian Ketigabelas 
Izin Pelayanan Pos nf ormasi Kantor Cabang P JTKI 

Pasal 16 

( 1) Bagi P JTKI yang akan mem .uka pelayanan pos informasi Kantor Cabang 
PJTKiwajibmempunyaiizi . 

(2) Persyaratan yang diperluk meliputi : 
a. Fotokopi KTP; 
b. Fotokopi SKPendirianK torCabangPJTKI; 
c. F otokopi SIUP P JTKI y g masih berlaku; 
d. Surat penunjukan petuga pos pelayanan di wilayah kerjanya; 
e. Surat Keterangan tentang alamat dan fasilitas kantor. 
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(3) Prosedur pelayanan : _ . 
a. Kepala Cabang P JTKI mengajukan permohoan tertulis. ke instansi 

yang · menangani ketenagakerjaan untuk mendirikan Pos Pelayanan 
Informasi Cabang P JTKI di Wilayah kerj any a; . · . · : 

b. Petugas instansi yang menangani ketenagakerjaan melakukan 
penelitian berkas persyaratan dan mengadakan pengecekan di 
lapangan/di tempat; . · 

c. Jika persyaratan telah dipenuhi instansi yang menangam 
ketenagakerjaan maka diterbitkan surat izinnya. 

BABV 
TATA CARA PENGAJUAN IZIN KETENAGAKERJAAN 

YANG HILANG ATAU RUSAK 

Pasal 17 

Apabila izin-izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c hilang atau 
rusak, maka pemegang izi~ dapat mengajukan penggantian izin dengan 
persyaratan sebagai berikut : 
a. Mengajukan permohc;mankembali; 
b. Melampirkan surat keterangan kehilangan/rusak dari pihak Kepolisian; 
c. Penggantian izin hanya berlaku untuk melengkapi masa berlakunya izin 

yang hilang a tau rusak. 

BAB VI 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 18 

( 1) Bagi perusahaan atau perorangan yang melakukan pelanggaran a tau 
penyimpangan akan diberikan pedngatan tertulis. 

(2) Terhadap pelartggaran atau penyimpangan yang dilakukan baik oleh 
perusahaan maupun perorangan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) pas al ini, 
setelah diberikan peringatan tertulis dan bertahap tetapi tidak diindahkan, 
kepadanya dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi · atau 
Perdata/Pidana atau dapat dituntut sesuai perundang-undangan yang 
berlaku. 

(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa : 
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a. Teguran; 
b. Peringatan tertulis; 
c. Pembatasan kegiatan us 
d. Pembekuan kegiatan us 
e. Pembatalan persetujuan 
f. Pembatalan pendaftar · 
g. Penghentian sementara ebagian atau seluruh alat produksi; 
h. Pencabutan izin. 

BAB VII 
KETEN UAN PENYIDIKAN 

Pasal 19 

Selain Pejabat Penyidik Um yang bertugas menyidik tindak Pidana, 
Penyidikan atas pelanggaran · ndak Pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Daerah ini dapat ju a dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) di lingku gan Pemerintah Daerah yang pengangkatan 
kewenangan dan dalam menj lankan tugasnya d1tentukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan · ang berlaku. 

DAB VIII 
KET NTUAN PIDANA 

Pasal 20 

(1) Barang siapa yang melang ,ar ketentuan Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
dan 16 sehingga merugik keuangan Negara/Daerah diancam Pidana 
kurungan paling lama 3 (tig ) bulan atau denda Rp. 5.000.000,- (limajuta 
·rupiah). 

(2) Tindak Pidana sebagaima a dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah 
pelanggaran. 

BAB IX 
KETEN UAN PERALIHAN 
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Pasal 21 · 

· Semua perizinan/rekomendasi, yang diperoleh sebelum adanya Peraturan 
Daerah ini, dinyatakan tetap berlakil sampai ha bis masa berlakunya . 

BABX 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 22 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
· pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal 23 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan . 
Peratuan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen. 

Diundangkan di Kebumen 
pada tanggal 8 Juli 2004 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

t.t.d. 

H. SUROSO, SH. 
Pembina Uta:ma Muda 

NIP. 010 138 040 

Ditetapkan di Kebumen 
. pada tanggal 28 Juni 2004 

BUPATI KEBUMEN, 

t.t.d . . 

RUSTRININGSIH 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN2004 NOMOR 62 
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ATAS 

· PERATURAN DA RAH KABUPATEN KEBUMEN 

R 51 TAHUN 2004 

TENTANG 

NAGAKERJAAN 

I. PENJELASAN UMUM 
Dengan dilak:sanak: ya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daer dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 
2000 tentang Kewenangan P merintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 
Daerah Otonom, mak:a k wenangan dibidang Ketenagakerjaan dan 
Transmigrasi selain yang te g dalam PP Nomor 25 Tahun 2000 menjadi 

. kewenangan Pemerintah Ka~ paten. . • · 
Agar dalam pelaksanaan ewenangan bidang Ketenagakerjaan dan 
Transmigrasi di Kabupaten ebumen dapat dilaksanak:an dengan baik dan 
transparan kepada mas'yar at/publik agar mendapat pelayanan dan 
perizinan yang mak:simal, m a perlu mengatur pelayanan clan perizinan 
Ketenagak:erjaan di Kabu , aten Kebumen yang ditetapkan dengan 
Peraturap Daerah. 

II. PENJELASAN PASAL DE 
Pasal 1 : Cukup jelas. 
Pasal2 : Cukupjelas. 
Pasal 3 : Cukup jelas. 
Pasal 4 : Cukup jelas. 
Pasal5 : Cukupjelas. 
Pasal 6 : Cukupjelas. 
Pasal 7 : Cukupjelas. 
Pasal 8 : Cukupjelas. 
Pasal 9 : Cukupjelas. 
Pasal 10 : Cukupjelas. 
Pasal 11 : Cukup jelas. 
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Pasal 12 
Pasal 13 
Pasal 14 
Pasal 15 
Pasal 16 
Pasal 17 
Pasal 18 
Pasal 19 
Pasal20 
Pasal21 
Pasal22 
Pasal23 

: Cukupjelas. 
· : Cukupjelas. 
: Cukupjelas. 
: Cukupjelas. 
: Cukupjelas. 
: Cukup jelas. 
; Cukup jelas. 

. : Cukup jelas. 
: Cukup jelas. 
: . Cukup jelas. 
: Cukupjelas. 
: Cukup jelas. 
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